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TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DESENTRALISASI

SUMBER KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA MENGHADAPI o

PEIAKSANAAN OTONOMI DAERAH

o

. - "A.LATAR BELAKANG

FISKAL SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUI( MENGOPT!MALKAN -

Sebagaamana kita ketahui, sejak tanggal 1 Januari 2001 otonomn dacrah mulai

- diberlakukan  secara - efektif, pcmberlakuan otonom: daerah m1 scbaga: suaty -
- _konsekuens: dari lahimya UU No 22 tahun I999 tentang otonomi daerah yang lalnr |

lebxh dulu dari pelaksanaan otonom1 daerah itu sendiri.

Sebenamnya dasar pembenan kebgaksanaan otonmm dacrah adalah UUD_ .

1945, terutama Pasal 18 yang berbunyi :

1

Negara kesatuan RI d}bagl atas daerah-daerah pmvms: dan daerah pnmnsr di
bagi atas kabupaten dan kota, yang nap-txap PIOVInsi, kabupatcn ‘dan kota mx__ '

' mempunyal pemcnntah dacrah yang diatur dengan Undang~Undang

" Pemerintah daerah provinsi, dam'ah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus
. sendiri urusan pemenntahan menurut asas otonomi dan pembanwan

Pemerintahan daerah provmsz daerah kabupaten dan kota memnhkt DPRD .yang
anggotanya dipilih secara demokratis

‘Gubernur, Bupdti dan Walikota masmg-masmg sebagal kepala pemenntahan_

daerah provinsi, kabupaten dan kota d:p:lnh secara dcmokratls

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi scluas-luasnya, kecuah umsan" -
_ pemenntahan oleh Undang-Undang d)tenmkan scbagax urusan pemenntalmn ,

pusat,

pemmran lain unfuk mclaksamkan otonomi dan tugaswnbamuan

- .

'_ Pemennmlmn daerah berhak menetapkan peraturan daerah .dan pemturan-‘.___ '



7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemenntahan daerah diatur dalam

* Undang-Undang, (Pasal 18 UUD 1945) | | |
Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 18 WUD 1945 disebutkan bahwa “ Oleh

karcna negara Indonesia itu suatu Ecn}mdstaat, maka Indonesm tak akan mcmptm} 8l

: daerah didalam lingkungannya yang bersnfat Staat juga.

Dacrah-daerah itu bersifat otonom {Streek dan locale mch!sgemeenschappen)

| atau bersifat daemh administrasi be]aka, semuanya menurut aturan yang aknm
-dstel:apkan dengan Undang - undang,
 Didacrah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Pcrwak]]an

Dacrah, olch karena dndaerahpun pemenntahan akan bersend1 atas dasar _

pennusyawaratan
Dan buayi Pasal 18 UUD 1945 diatas terlibat bahwa Negara Kesatuan
Repubhk Indonesia yang mempunym wilayah yang sangat luas harus dlbagz dalam

| dacrah besar maupun kecil, mengmgat dalam mngka menjamin, terse}cnggaranya '

tertib pemcnntahan yaug baik, dan dalam rangka memudahkan pelayanan masyarakat - o
rasanya tidak mungkm kekuasagn hanya dnpusatkan dalam satu kekuasaan saja, oleh o
~ karena itu penyebamn kekuasaan harus dgalankan secara efektif untuk mencapai clta-"

' c:ta dan tujuan akhtr negara, sebagmmana dlsebutkan dalam pembukaan UuD 1945,

| Pembagian. wﬂayah Negara Kesatuan Repubhk Indonesia kedalam daerah -
_pmpms1 kabupaten dan dacrah kota, bersifat otonomx yang mcngandung am bahwa °

daerah dsben wcwenang untuk mengatur dan mengurus kepemmgan masyarakat

sctempat menurut prakarsa sendini berdasarkan aspimsx masymkat sesuai dengaw. .

o peraturan permdnng»undangan

Dalam magka pelaksmman otonoml dnemh, dnemh sangat tergannmg kepada‘
pemmbangan Icemampuan ekonoml, potens; daerah, sos:al budaya,- sosial polmk_
“jumlsh penduduk, luas. daerah dan pemmbangan lam, yang memungkmkan o
| temelenggamya otonomi daerah scbagm k{;nsekuensxr va dncmh yang tidak mampy
menyelenggamkan otom: d&erah dapat dshapus dan atay dsgabung dengan daemh .

ain.
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. Berblcara mengcnal pertlmbangan kemarnpuan ekonomi dalam pelaksanaan

| otonomt daerah, Josep Riwu Kaho berpendapat bahwa salah satu lmtena terpentmg_
~ dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan karena faktor keuangan
merupakan tulang punggung bagi terse!enggamnya aktivitas pemenntah daerah, Salah'

satu"ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kcmampuan self supportmg dalam -

‘bidang keuangan kanena itu kenmmpuan keuangan ini akan sangat membenkan?

pengaruh terhadap penyelenggaman pemenntahan daemh

Pennngnya posisi keuangan dacrah dalam pcnyelenggaman otonoml daerah,
maka penggallan sumbcr-sumber keuangan .dacrah merupakan hal penting atau yang -

_ palmg mendasar yang harus dxlakukan dalam mngka memperkuat kcuangan dacrah

Adapun sumber keuangan dacrah didapat dari :

A, Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dan

1. Hasil pajak-daerah

2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pcrusahaan daerah _ ,
4, Lmn~la:nlzasxlu§ahadacrah yangsah

| _ .' B Pcndapatan berasal dari. pcmbcnan pemenntah yang terdm dan

Swnbangan dari pemcnntah
2. Sumbangan lain yang dtatur dengan peraturan per—Undang—Undang—an

| C. Lam-lam pendapMan yang sah o : .

Berdasarkan uratan diatas salah satu sumber keuangan yang dapat dlandalkan .
adalah dari sektor pa_;ak daerah dan retnbust daemh,untuk itu dalam rangka

mengoptimalkan pcndapatan daerah "dari sektor ini, pcmenntah memberi suaty
kebijakan yang kooperatif dalam rangka mendukunig pemasukan keuangan daerah

dari kedua sektor ini, kcbgakan tersebut adalah dtbenkannya sistem: dcscntrahsam
fi skal kcpada daf:rah, daerah diben wewenang untuk menciptakan sendm jenis, pa_;ak
dengan Peraturan Daerah. Ketcntuan tcrsebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) serta

: Pasal 18 ayat (4) UU No. 34 tahun 2000 tentang pcmbahan atas UU RI No. 18 tahun _
1997 tcntang pajak dacrah dan retnbusl daemh '




5cngah berdasarkan pzida kedua pésal diatas, dalam pelﬁk§anaannya daerah

- sc,akan berlomba-lomba untuk m(.mungut pajak dan retribusi seb«,sar-bcsamya dalam

ran;,ka mcmperkuat pemasukan kcuangan daerah schingga tidak jarang dljumpax.- |

‘daerah yan;_., sn.olah lupa diri dalam’ memanfaatkan kedua pasal ini sehmg;,a banyak .

- dijumpai pm.nylmpang,an yang dllakukdn Pemerintahan  Daerah, karena dalam

B membudt Peraturan l).u.rah mcngmal pajak dan retribusi, Pemda seakan hanya_ -

mengejar target tanpa mengmdahkan kepentmban umum maupun peraturan
pclaksanaan diatasnya D:sampmg itu. adanya keharusan  bahwa Perda harus
' menunggu pcrsetuluan pemermtah pusat yang memakan waktu lama, ]UStI’U akan'
‘menghambat pelaksanaan s:stcm ini, schmgga terkesan pemerintah hanya setengah
“hati dalam mcnerapkan sistem desemrahsas; fiskal. Ha] mll‘ah ydng meénurut pcndapat" '

pcnuhs menarik untuk di bahas '
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